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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya yang

merupakan hasil dari penelitian pada Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota

Kupang maka penulis dapat menarik beberapa  kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan dana

PEM dalam upaya menekan terjadinya pinjaman dana PEM bermasalah bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian :

1. Pelaksanaan pengawasan dana PEM yang dilakukan di Kelurahan Fatukoa

Kecamatan Maulafa Kota Kupang dapat dikatakan buruk dan masih perlu

beberapa perbaikan pada beberapa aspek pengawasan seperti :

a. Pemberlakuan survei on the spot bagi setiap penerima dana PEM baik

yang baru pertama kali melakukan pinjaman dana maupun bagi yang

melakukan pinjaman dana kesekian kalinya. Analisis ini bertujuan

untuk melihat keadaan sebenarnya dari usaha penerima pinjaman dana

PEM

b. Pengawasan secara aktif setelah pinjaman modal kerja di cairkan.

Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan

terjadinya pinjaman yang bermasalah
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2. Pemberian hibah dari Pemerintah Kota Kupang berupa pinjaman dana PEM

untuk masyarakat Kota Kupang ini memang dinilai baik, karena tidak

memiliki bunga pinjaman yang sama sekali tidak memberatkan masyarakat.

Disertai dengan Juklak yang telah di tetapkan oleh Walikota Kupang guna

tercapainya pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan harapan

Pemerintah Kota Kupang. Untuk itu perlu di tingkatkan lagi kesadaran

pengawasan dana PEM yang lebih efektif dilakukan oleh pihak-pihak yang

tunjuk oleh Walikota Kupang seperti DPRD Kota Kupang, Tim Teknis dan

Camat Maulafa, Lurah Fatukoa dan RT/RW serta masyarakat yang berada di

Kelurahan Fatukoa. Dengan diberlakukannya pengawasan secara teratur

sesuai dengan Juklak yang ditetapkan oleh Walikota Kupang, penulis

meyakini bahwa pengelolaan dana PEM di Kelurahan Fatukoa akan berjalan

dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas penulis mencoba memberikan

saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan

dana PEM bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut saran-saran dari peneliti :

1. Melakukan himbauan kepada pengawas yang belum mengetahui fungsinya

terhadap pengawasan dana PEM seperti RT/RW dan masyarakat di Kelurahan

Fatukoa tentang pentingnya pengawasan terhadap dana PEM
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2. Peningkatan pengawasan dana PEM mulai dari proses pengajuan proposal

sebagai tahap awal hingga pada penggunaan dana PEM agar terciptanya

penyaluran, pengembalian dan pengguliran dana PEM sesuai dengan harapan

Pemerintah Kota Kupang

3. Memberikan sanksi sesuai dengan Keputusan Walikota Kupang kepada

penerima Dana PEM yang lalai melakukan kewajibannya sebagai peminjam

Dana PEM
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